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1. KETENTUAN UMUM 

A. Tujuan 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan 

masyarakat. 

2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan. 

 

B. Maksud 

1. Sebagai bagian dari komitmen pengadilan kepada masyarakat untuk memberikan 

pelayanan yang berkualitas. 

2. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan pengadilan. 

3. Sebagai tolak ukur bagi satuan kerja dalam penyelenggaraan pelayanan. 

C. Ruang Lingkup 

1. Pelayanan pengadilan yang diatur di dalam Standar Pelayanan Pengadilan ini 

adalah pelayanan pengadilan pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. 

2. Termasuk dalam Standar Pelayanan Pengadilan ini adalah pelayanan upaya hukum 

banding Pidana, Perdata dan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. 

3. Standar Pelayanan ini memuat: 

a. Dasar Hukum 

b. Persyaratan 

c. Sistem Mekanisme dan Prosedur 

d. Jangka vvaktu 

e. Biaya atau Tarif 

f. Produk Pelayanan 

g. Sarana Pelayanan 

h. Kompetensi Pelaksanaan. 

4. Pelayanan Publik Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai berikut: 

a. Pelayanan Permohonan Banding 

- Perkara Perdata 

- Perkara Pidana 

- Perkara Tipikor 

b. Pelayanan Permohonan Perpanjangan Penahanan. 

c. Pelayanan Pengaduan. 

d. Pelayanan Informasi. 

e. Pelayanan Permohonan Izin Penelitian/riset. 

f. Pelayanan Permohonan Penyumpahan Advokat. 

5. Segala ketentuan mengenai teknis acara atau yang berkaitan dengan Putusan 

pengadilan bukanlah obyek dari pelayanan pengadilan dan oleh karenanya tidak 

termasuk dalam ruang lingkup pelayanan pengadilan yang dapat diadukan oleh 

masyarakat. 



 

D. Pengertian 

1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga Negara dan penduduk 

atas suatu barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 

2. Standar pelayanan publik adalah suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian keualitas pelayanan 

sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk 

memberikan pelayanan yang berkualitas. 

3. Pelayanan Pengadilan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, 

yang disediakan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dan prinsip- prinsip pelayanan publik. 

4. Penyelenggara pelayanan pengadilan yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah 

setiap satuan kerja yang melakukan kegiatan pelayanan pengadilan. 

5. Pelaksanan pelayanan pengadilan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah 

pejabat, pegawai dan setiap orang yang bertugas melaksanakan tindakan atau 

serangkaian tidakan pelayanan pengadilan. 

6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai 

orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai 

penerima manfaat pelayanan pengadilan, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

7. Hari adalah hari kerja kecuali disebutkan lain dalam ketentuan ini. 

 

E. Pejabat Penanggung Jawab Pelayanan Pengadilan 

1. Pejabat Penanggung jawab pelayanan pengadilan terdiri dari: 

a. Penyelenggara pelayanan pengadilan 

b. Pelaksanan pelayanan pengadilan. 

2. Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai 

berikut: 

a. Adil dan tidak diskriminatif; 

b. Cermat; 

c. Santun dan ramah; 

d. Tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut; 

e. Professional 

f. Tidak mempersulit 

g. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar; 

h. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas penyelenggara; 

i. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan 

peraturan peradilan dan perundang- undangan yang berlaku; 

j. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan 

kepentingan; 



k. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik; 

l. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi 

permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat; 

m. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki; 

sesuai dengan kepantasan; dan 

n. Tidak menyimpang dari prosedur 

 

F. Pengaduan atas Pelayanan Pengadilan 

1. Masyarakat berhak mengadukan penyelenggara pelayanan publik pengadilan dalam 

hal: 

a. Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau melanggar 

pelayanan; dan 

b. Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. 

2. Pengaduan diajukan oleh setiap orangyang dirugikan atau oleh pihak lain yang 

menerima kuasa untuk mewakilinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak 

pengadu menerima pelayanan pengadilan. 

3. Pengaduan disampaikan secara tertulis kepada satuan kerja penyelenggara 

pelayanan pengadilan yaitu Pimpinan satuan kerja penyelenggara pelayanan 

pengadilan yang memuat : 

a. nama dan alamat lengkap; 

b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan; 

c. permintaan penyelesaian yang diajukan; 

d. tempat dan waktu penyampaian pengaduan serta tanda tangan pengadu. 

4. Dalam keadaan tertentu atau atas permintaan pengadu, nama dan identitas pengadu 

dapat dirahasiakan. 

5. Penyelenggara pelayanan pengadilan wajib memberikan tanda terima pengaduan 

yang sekurang-kurangnya memuat : 

a. Identitas pengadu secara lengkap; 

b. Uraian singkat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan 

pengadilan; 

c. Tempat dan waktu penerimaan pengaduan; dan 

d. Tanda tangan serta nama pejabat pegawai yang menerima pengaduan. 

6. Penyelenggara pelayanan pengadilan wajib menanggapi pengaduan masyarakat 

paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-

kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan sebagaimana 

dimaksud pada huruf F angka 3. 

7. Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari 

penyelenggaran sebagaimana diinformasikan oleh pihak penyelenggara. 

8. Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam 30 (tiga puluh) hari maka 

pengadu diangggap mencabut pengaduannya. 

9. Dalam hal pengaduan tidak ditanggapi oleh penyelenggara pengaduan sesuai dengan 

ketentuan, maka pengadu dapat menyampaikan laporan kepada Badan Pengawasan 



Mahkamah Agung RI. 

10. Badan Pengawasan MA dapat mengambil alih pengaduan atas pelayanan pengadilan 

yang ditujukan kepada penyelenggara dalam hal pengaduan tersebut dianggap penting 

oleh Mahkamah Agung untuk segera diselesaikan, atau dalam hal Penyelenggara lalai 

dan atau tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pengaduan tersebut. 

11. Setiap penyelenggara Pelayanan Pengadilan wajib mengumumkan Rekapitulasi 

penyelesaian pengaduan pelayanan publik kepada masyarakat melalui media yang 

mudah diakses oleh masyarakat. Hal-hal yang diumumkan meliputi : jumlah 

pengaduan yang masuk, jenis-jenis pengaduan yang masuk, status penanganan 

pengaduan. 

 

G. Penyelesaian Pengaduan oleh Penyelenggara Pelayanan Pengadilan 

1. Pengadilan wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat inengenai pelayanan publik 

yang diselenggarakannya. 

2. Dalam memeriksa materi pengaduan, penyelenggara wajib berpedoman pada prinsip 

independent, nondiskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya. 

3. Dalam hal pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak teradu karena alasan 

tertentu yang dapat mengancam atau merugikan kepentingan pengadu, penyelenggara 

dapat mendengar keterangan pengadu secara terpisah. 

4. Dalam melakukan pemeriksaan materi aduan, penyelenggara wajib menjaga 

kerahasiaan. 

5. Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 

(enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap. 

6. Keputusan mengenai pengaduan wajib disampaikan kepada pihak pengadu paling 

lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan. 

7. Penanganan gratifikasi dan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan. 

 

H. Ketentuan Sanksi 

1. Pimpinan satuan kerja yang dalam hal ini bertindak sebagai atasan pelaksanaan 

menjatuhkan sanksi kepada pelaksana pelayanan pengadilan yang tidak 

melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pelayanan publik sebagaimana 

diatur dalam standar pelayanan publik berdasarkan kewenangan yang dimiliki 

atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Mahkamah Agung berwenang menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara dan atau 

pelaksana pelayanan pengadilan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam 

melaksanakan pengawasan melekat atas pelaksanaan standar pelayanan pengadilan. 

3. Jenis sanksi terhadap penyelenggara dan atau pelaksana pelayanan pengadilan 

didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik dan peraturan perundang-undangan yang relevan yang berlaku di 

lingkungan badan peradilan. 

 

 

 



I. Penilaian Kinerja Pelayanan Publik. 

1. Penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan 

pelayanan pengadilan pada satuan kerjanya secara terstruktur dan berkala. 

2. Mahkamah Agung melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik 

pada seluruh satuan kerja secara terstruktur dan berkala. 

3.  Penilaian kinerja pelayanan pengadilan dilakukan dengan menggunakan indikator 

kinerja yang akan disusun oleh Mahkamah Agung berdasarkan standar pelayanan 

pengadilan. 

J. Pelaksanaan Standar Pelayanan pada Satuan Badan Peradilan. 

1. Standar Pelayanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung disusun 

sesuai dengan kondisi pada masing-masing bagian dan kebutuhan masyarakat. 

2. Penyusunan Standar Pelayanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 

disusun dengan mempertimbangkan luas wilayah hukum, moda transportasi, 

kebutuhan masyarakat, kemampuan pengadilan, terutama dalam menentukan 

waktu, besaran biaya dan sarana prasarana yang disediakan. 

3. Penyusunan Standar Pelayanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 

dilakukan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. 

4. Penyusunanan standar pelayanan pengadilan pada Pengadilan Tinggi Bangka 

Belitung dilakukan dengan berpedoman pada Undang-Undang Pelayanan Publik, dan 

standar capaian Pelayanan/ IKM Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada tahun 2022 

triwulan 4  sebesar 98,69% (sembilan puluh delapan koma enam puluh sembilan 

persen). 

II. STANDAR PELAYANAN PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG 

1. Pelayanan Permohonan Perkara Banding 

Dasar Hukum 

1. HIR/Rbg 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2001 tentang Peradilan Umum. 

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. 

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

7. SKMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman 

Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan. 

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang 

Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik 

Indonesia. 

9. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 

10. PERMA Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum 

bagi Masyarakat Tidak Mampu. 

11. PERMA Nomor 4 Tahun 2014 mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi 

dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 



12. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan 

Sederhana. 

13. PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

14. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 

W7.U/0657/SK/KP.01.2/2/2019 tentang Reviu Penerapan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 2019. 

 

A. Perdata 

1. Persyaratan 

- Berkas Bundel A dan Bundel B Pengadilan Negeri 

- Salinan Putusan Pengadilan Negeri 

- Surat Permohonan Banding 

- Akta Pemyataan Banding 

- Akta Pemberitahuan Permohonan Banding 

- Memori Banding (jika ada) 

- Kontra Memori Banding (jika ada) 

- Akta Pemberitahuan Memori Banding (jika ada) 

- Akta Pemberitahuan Kontra Memori Banding (jika ada) 

- Inzage (Pemeriksaan Berkas) 

- Surat Kuasa Khusus (Jika Ada) 

- Bukti Setoran Biaya Perkara 

- Berkas Perkara Banding Bundel A dan Bundel B dalam waktu 30 Hari 

sejak pernyataan banding diajukan sesuai ketentuan Buku II Pola 

Pembinaan Administrasi Peradilan, haras sudah dikirim ke Pengadilan 

Tinggi. 

2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 

- Berkas Banding diterima di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung melalui Pos. 

- Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyampaikan berkas ke 

Subbag TU/RT untuk penyelesaian berkas sesuai tata persuratan. 

- Penyelesaian berkas sesuai tata persuratan. 

- Checklist oleh Panitera Muda Perdata. 

- Pimpinan menetapkan Majelis Hakim. 

- Selanjutnya proses persidangan. 

3. Jangka waktu pelayanan Penyelesaian Perkara Banding Perdata paling 

lama 1 (satu) bulan. (Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 

Nomor W7.U/0657/SK/KP.01.2/2/2019 tentang Reviu Penerapan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 

2019 junto SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di 

Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) 

lingkungan Peradilan). 

4. Biaya / tarif pelayanan banding perdata Rp. 150.000,- (seratus lima puluh 

ribu rupiah). (PERMA Nomor 3 Tahun 2012) Biaya permohonan banding 



disetor melalui Bank BRI Cabang Pangkalpinang nomor rekening 0063 01 

001681 3 00 

5. Produk pelayanan banding perdata yaitu Putusan Perkara Perdata. 

6. Sarana dan Prasarana pelayanan banding perdata diantaranya ruang PTSP, 

ruang sidang, komputer dan Alat Tulis Kantor. 

7. Kompetensi pelaksana untuk pelayanan banding Perdata diantaranya, 

Hakim, Panitera dan Aparatur Sipil Negara. 

8. Penggugat dan Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding melalui 

Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri dalam waktu 14 (empat belas) 

hari kalender terhitung keesokan harinya sejak putusan diucapkan atau 

diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir. 

9. Pemohon banding dapat melakukan pencabutan permohonan banding 

dengan mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang telah 

ditandatangani oleh pemohon banding dengan menyertakan akta 

pencabutan banding yang telah ditandatangani oleh Panitera Pengadilan 

Negeri: 

10. Dalam hal perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding 

salinan putusan segera dikirimkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama 

dalam waktu 1 (satu) hari. 

B. Pidana, Pidana Khusus Anak, Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi 

(TIPIKOR) 

1. Persyaratan 

- Surat Permohonan Banding 

- Akta Pernyataan Banding 

- Permintaan Banding diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 7   

    (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan 

- Surat Kuasa Khusus (jika Ada) 

- Akta Pemberitahuan Permohonaa Banding 

- Memori Banding (jika Ada) 

- Kontra Memori Banding (jika Ada) 

- Akta Pemberitahuan Memori Banding (jika Ada) 

- Akta Pemberitahuan Kontra Memori Banding (jika Ada) 

- Inzage (Pemeriksaan Berkas) 

- Berkas perkara banding bundle A dan bundle B dalam waktu selambat-

lambatnya 14 hari sejak permintaan banding diajukan ke Pengadilan 

Tinggi. 

2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 

- Berkas Banding diterima di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung melalui Pos. 

- Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyampaikan berkas ke 

Subbag TU/RT untuk penyelesaian berkas sesuai tata persuratan. 

- Checklist oleh Panitera Muda Pidana. 

- Pimpinan menetapkan Majelis Hakim. 



- Selanjutnya proses persidangan. 

3. Jangka waktu pelayanan Penyelesaian Perkara Banding Pidana, Pidana 

Khusus Anak dan Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) paling 

lama 1 (satu) bulan. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 

nomor W7.U / 0657/SK/KP. 01.2/2/2019 tentang Reviu Penerapan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 

Tahun 2019 junto SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian 

Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 

(empat) lingkungan Peradilan).. 

4. Biaya/ tarif pelayanan banding Pidana, Pidana Khusus Anak, Pidana 

Khusus Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) bebas biaya. 

5. Produk pelayanan banding Pidana yaitu Putusan Perkara Pidana, Pidana 

Khusus Anak, Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). 

6. Sarana dan Prasarana pelayanan banding pidana diantaranya ruang 

PTSP, ruang sidang, komputer dan Alat Tulis Kantor. 

7. Kompetensi pelaksana untuk pelayanan banding Pidana 

diantaranya : 

- Perkara Pidana : Hakim, Panitera dan Aparatur Sipil Negara. 

- Perkara Pidana Khusus Anak : Hakim yang telah memperoleh 

sertifikasi anak, Panitera dan Aparatur Sipil Negara. 

- Perkara Pidana Khusus TIPIKOR : Hakim yang telah memperoleh 

sertifikasi Tipikor, Panitera dan Aparatur Sipil Negara. 

8. Dalam hal perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding 

berkas dan putusan segera dikirimkan kepada Pengadilan Tingkat 

Pertama dalam waktu 1 (satu) hari. 

2. Pelayanan Permohonan Perpanjangan Penahanan (Pasal 29 KUHAPj 

1. Dasar Hukum 

- Pasal 29 KUHAP 

- Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 

W7.U/0657/SK/KP.01.2/2/2019 tentang Reviu Penerapan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 

2019. 

2. Persyaratan 

- Pengadilan Negeri Pengaju harus menyampaikan surat permohonan 

perpanjangan penahanan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari 

sebelum masa penahanan berakhir 

- Perpanjangan penahanan yang ancaman nympidana penjara 9 

(Sembilan) tahun atau lebih 

- Perpanjangan penahanan tersebut diberikan untuk paling lama 30 (tiga 

puluh) hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat 

diperpanjang lagi untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. 

3. Sistem Mekanisme dan Prosedur 

- Permohonan perpanjangan penahanan diterima di Pelayanan Terpadu 



Satu Pintu (PTSP) melalui pos. 

- Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyampaikan 

permohonan perpanjangan penahanan ke Subbag TU/RT untuk 

penyelesaian sesuai tata persuratan. 

- Permohonan perpanjangan diproses, setelah selesai terbitlah penetapan 

perpanjangan penahanan. 

4. Jangka waktu pelayanan perpanjangan penahanan yaitu 1 (satu) hari 

kerja. 

5. Biaya / tarif pelayanan Perpanjangan Penahanan Pidana, Pidana Khusus 

Anak, Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi (TlPIKOR) bebas biaya. 

6. Produk pelayanan perpanjangan penahanan Pidana yaitu Penetapan 

Perpanjangan Penahanan Pidana, Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi 

(TIPIKOR). 

3. Pelayanan Pengaduan 

1. Dasar Hukum 

- PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan 

(whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di 

bawahnya. 

2. Persyaratan 

-Menunjukkan identitas diri ke meja pengaduan (PTSP). 

- Melampiri bukti-bukti yang diperlukan. 

3. Sistem mekanisme dan Prosedur : 

Pengaduan secara lisan : 

- Pelapor datang menghadap sendiri ke meja pengaduan, dengan 

menyerahkan fotocopy KTP atau Identitas lainnya. 

- Petugas meja pengaduan memasukkan laporan Pengaduan ke dalam 

aplikasi SI WAS MA-RI. 

- Petugas meja Pengaduan mcmberikan nomor register Pengaduan kepada 

Pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan pengaduan. 

- Selanjutnya penanganan proses pengaduan dilakukan pemeriksaan nya 

oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI atau di delegasikan ke 

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. 

Pengaduan secara tertulis : 

- Pengaduan secara tertulis memuat identitas Pelapor dan Terlapor secara 

jelas. 

- Laporan berisi tentang perbuatan yang diduga dilanggar, haras 

dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian 

pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi. 

- Apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu 

perkara, pengaduan haras dilengkapi dengan nomor perkara. 

- Pengadilan Tinggi menyampaikan pengaduan secara tertulis kepada 

Badau Pengawasan dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja. 

- Seianjutnya penanganan proses pengaduan dilakukan pemeriksaan nya 



oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI atau di delegasikan ke 

Pengadilan. Tinggi Bangka Belitung. 

4. Biaya 

- Peiayanan Pengaduan Bebas Biaya, 

5. Produk Peiayanan pengaduan yaitu Laporan Hasil Pengaduan (LHP). 

6. Sarana prasarana yang digunakan adalah ruang PTSP, Komputer. 

7. Kompetensi pelaksana yaitu Petugas meja pengaduan. 

4. Pelayanan Informasi. 

1. Dasar Hukum: 

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik. 

- SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Peiayanan 

Informasi Pengadilan. 

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 

2. Persyaratan Memperoleh Informasi di Pengadilan 

- Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan 

Pengadilan Tinggi. 

- Menyerahkan e-KTP atau Identitas lainnya. 

3. Sistem Mekanisme dan Prosedur : 

Biasa : 

Permohonan disampaikan secara tidak langsung., baik melalui surat atau 

media elektronik. 

Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk 

dalam kategori diakses publik, (Rahasia). 

Khusus: 

Pemohon datang secara langsung ke Pengadilan, jika diwakilkan harus 

menyertakan Surat Kuasa. 

Permohonan informasi diajukan secara langsung. 

Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan 

Pengadilan. 

Informasi yang diminta termasuk dalam kategori informasi yang dapat 

diakses publik. 

4. Waktu 

- 2 (dua) sampai 6 (enam) hari kerja. 

5. Biaya 

- Dalam dokumen elektronik (Email) tanpa biaya. 

- Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi dokumen 

tersebut, Pemohon membayar biaya sebesar : 

- Biaya Fotokopi : Rp. 300,- per lembar 

- Biaya CD-R : Rp. 3.000,- per keping 

 

 



 

 

- Biaya Transportasi : Rp. 20.000,- (jika diperlukan). 

(Sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 

W7.U/0698/HK.02/5/2019 tanggal 3 Mei 2019). 

6. Produk Pelavanan Permohonan Informasi yaitu fotocopy dokumen atas 

Informasi diminta. 

7. Sarana Prasarana yang digunakan yaitu ruang PTSP, dan petugas 

informasi. 

8. Kompetensi Pelaksana diantaranya pegawai yang memenuhi kriteria, atasan 

dan penaggungjawab informasi. 

9. Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan menolak permohonan 

informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari melalui meja 

informasi/Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 

 

5. Pelayanan Penelitian Riset  

1.Dasar Hukum 

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik. 

- SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan 

Informasi Pengadilan. 

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 

2. Persyaratan Pelayanan Penelitian/Riset 

- Proposal dari Mahasiswa/ Peneliti yang bersangkutan. 

- Surat pengantar dari Perguruan Tinggi/Institusi. 

- Surat Rekomendasi dari Kesbanglinmaspol Provinsi (non penelitian). 

- Identistas Mahasiswa/peneliti. 

3. Sistem mekanisme dan Prosedur: 

- Mahasiswa/peneliti datang secara langsung dan menyerahkan proposal 

permohonan izin penelitian kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 

4. Jangka waktu pelayanan penelitian/ riset selama 5 (lima) hari kerja sejak 

menerima surat permohonan. 

5. Biaya 

Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi dokumen 

tersebut, Pemohon membayar biaya sebesar : 

- Biaya Fotokopi : Rp. 300,- per lembar 

- Biaya CD-R : Rp. 3.000,- per keping 

- Biaya Transportasi : Rp. 20.000,- (jika diperlukan). 

(Sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 

W7.U/0698/HK.02/5/2019 tanggal 3 Mei 2019). 

 

 



 

 

6. Produk pelayanan penelitian/riset yailu Surat Keterangan/surat 

riset/Fotocopy dokumen yang diperlukan. 

7. Sarana prasarana yang digunakan diantaranya ruang PTSP, ruang Tamu 

terbuka, Komputer, forrrmlir permohonan penelitian/riset dan buku 

registrasi. 

8. Kompetensi pelaksana yaitu petugas Informasi/riset. 

 

6. Pelayanan Penyumpahan Advokat 

1. Dasar Hukum 

- Pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 

- SK KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 

2. Persyaratan penyumpahan Advokat: 

- Warga Negara Indonesia; 

- Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) Tahun; 

- Berperilaku baik, jujur, bertanggungjawab, adil dan mempunyai 

Integritas yang Tinggi; 

- Fotocopy KTP; 

- Pas Foto 3x4 sebanyak 12 (dua belas) lembar; 

- Fotocopy ijazah SI (Sarjana); 

- Surat pemyataan tidak berstatus sebagai PNS. Polri atau Pejabat 

Negara; 

- Surat keterangan magang 2 (dua) tahun berturut-turut; 

- Sertifikat lulus ujian profesi advokat; 

- Fotocopy PPPA; 

- Surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan yang 

bersangkutan tidak peraah dihukum; 

- Fotocopy SK dari induk organisasi tentang pengangkatan Advokat; 

- Kartu Anggota Advokat. 

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur penyumpahan advokat yaitu : 

- Mengajukan permohonan berikut berkas / dokumen yang bersangkutan. 

- Setelah persyaratan dilengkapi, ditentukan waktu untuk dilakukan 

Sumpah Advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi. 

4. 5 (lima) hari kerja setelah melengkapi persyaratan. 

5. Biaya leges Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah). 

(SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019) 

6. Produk layanan untuk penyumpahan advokat yaitu Berita Acara 

Penyumpahan. 

 

 

 

 



 

 

7. Sarana dan Prasarana yang digunakan diantaranya Alat Tulis Kantor (ATK), 

Komputer, Surat/Dokumen persyaratan kelengkapan advokat. 

8. Kompetensi pelaksana yaitu panitia verifikator. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

   

   

  

  

  


